PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG '

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan
bagi Guru Pegawai Negeri Sipil khususnya yang belum menerima
tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 5

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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3.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomeoer 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubak terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

>. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20608 Nomor 91, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, Serta Tunjangan : Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5016);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN - TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.
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Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasl
pangkal pada Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar
Biasa/Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/
Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/
Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah

Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/
Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain

yang sederajat.

2. Tambahan penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan

kepada Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Guru diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan bagi Guru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) setiap bulan.
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Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi Guru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Pasal §

Pemberian tambahan penghasilan bagi Guru dihentikan apabila
Guru yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau
jabatan fungsional lain atau sudah menerima tunjangan profesi atau

karena hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan
Nasional, Menteri Agama, dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri

menurut bidang tugasnya masing-masing.
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Pasal 7

Peraturan Presiden in1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
DeRRE ARIAT KABINET RI

sRwraris Kabinet

{_: I & um,

aan Santoso

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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